Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Upaya Pencegahan Governance Risk 

Pt Pegadaian (Persero) 

(Studi Di Kantor Pegadaian Cabang Sukarno Hatta-Malang) by Rosyida, Maya
 
13 
 
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Defenisi Good Coorporate Governance 
Governance di ambil dari kata latin, gubernance yang artinya 
mengarahkan dan megendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut 
diadaptasi menjadi gorporate governance yang sebagai upaya mengarahkan 
(directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk 
perusahaan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya 
hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada 
waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan 
(disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi 
kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Good Corporate Governance 
merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, 
akademis, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang Good 
Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Pada akhir tahun 
1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam 
bentuk dispersed ownership akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja 
manajemen.1 
Terdapat dua teori yang terkait dengan governance adalah stewardship 
theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis 
mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, 
                                                          
1Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan   Publik. 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005), hal. 48 
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mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan 
kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang 
dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory 
memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya 
bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang 
dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen 
perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan 
penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan 
bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.2 
Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih 
luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai 
pemikiran mengenai Good Coorporate Governance berkembang dengan 
bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh 
kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.3 
Untuk memahami Good Coorporate Governance digunakan dasar 
perspektif hubungan keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara 
agen dengan prinsipalnya, termasuk juga berkaitan dengan masalah yang timbul 
sebagai akibat hubungan tersebut, menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah 
sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Terjadinya 
konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agent bertindak 
                                                          
2Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan  Publik. 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005), hal. 76 
3 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 
(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2005)hal. 53 
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tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan 
(agency cost).4 
Prinsip Good Corporate Governance merupakan kaidah, norma ataupun 
pedoman harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar 
segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah dalam rangka 
mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma 
ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan 
pada perusahan publik. Agar praktek-praktek Good Corporate Governance 
menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka 
diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG).5 
Good Corporate Governance (GCG) tidak lain merupakan kegiatan 
pengelolaan bisnis dari perusahaan yang melibatkan kepentingan stakeholders dan 
penggunaan sumber daya dengan berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan 
akuntabilitas. Hal ini penting oleh karena dua akibat antara lain; Pertama, 
cepatnya perubahan lingkungan perusahaan yang berdampak pada kondisi 
persaingan global. Kedua, semakin banyak dan kompleksitasnya stakeholders 
termasuk struktur kepemilikannya. Hal inilah yang berdampak timbulnya 
                                                          
4 Aldridge, John. Siswanto Sutojo.Good Corporate Governance. 
(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka.2008) hal.102 
5 Chi-Kun Ho , “Corporate Governance and Corporate Competitiveness : an 
International Analysis”, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd , 2005) hal.609 
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turbulensi, stres, risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi terhadap peluang 
dan ancaman dalam strategi perusahaan termasuk sistem pengendaliannya.6 
Banyak definisi yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. 
Menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional 
atau negara-negara maju dalam tatanan common law system, bahwa Good 
Corporate Governance mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua 
pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan. Pihak-pihak 
tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dan Board of directors (BOD). 
Karena perbedaan sistem hukum di Indonesia yang menganut civil law, maka 
ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi/Board of Directors 
(BOD), dan Dewan Komisaris/Board of Commissioners (BOC). 7 
Menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dikutip 
oleh Go (2012) Good Corporate Governance (GCG) memiliki defenisi seperti 
berikut ini ; 
“Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang 
menetapkan tara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 
pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan 
intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 
kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang megarahkan 
dan mengendalikan perusahaan”.8 
Komite Cadbury mendefenisikan vernance sebagai:  
“Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai 
keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh 
                                                          
6 Ibid. Good Governance&Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi, (Jakarta:Mandar 
Maju,2012)hal. 203 
7Aldridge, John. Siswanto Sutojo.Good Corporate Governance. 
(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka.2008) hal.87 
8 Chi-Kun Ho , “Corporate Governance and Corporate Competitiveness : an 
International Analysis”, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd , 2005) hal.609 
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perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan 
pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan 
dengan peraturan kewenagan pemilik, direktur, manajer, 
pemegang saham, dan sebagainya”.9 
 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang 
antara lain, Amerika Serikat, negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, 
Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, 
Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris) dan negara-negara Asia 
Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru) Mendefenisikan Corporate 
Governance sebagai:  
“Corporate Governance is the system by which business 
corporations are controlled. The Corporate Governance structure 
specifies the distribution of rights and responsibilities among 
different participants in the corporation, such as, the board 
managers, shareholders and other stakeholders, and spells out 
the rules and procedures for making decisions on corporate 
affairs. By doing this it also provides the structure through which 
the company objectives are set, and the means of attaining those 
objectives and monitoring performance”. 10  
 
Tulisan OECD mendefenisikan Good Corporate Governance sebagai 
sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang 
saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Good 
Corporate Governance juga mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk 
mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. Good Corporate Governance yang 
baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan 
                                                          
9 Aldridge, John.E Siswanto Sutojo. Good Corporate Governance 
.(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka,2008) hal.102 
10Chi-Kun Ho , “Corporate Governance and Corporate Competitiveness : an 
International Analysis”, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd , 2005) hal.504 
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manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau 
pemegang saham dan harus menfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga 
mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. 
World Bank dalam Andrew (2012), mendefenisikan Corporate 
Governance sebagai berikut:  
Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-
kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja 
sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan 
nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para 
pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara 
keseluruhan”. 11 
 
Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Coorporate  
Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan 
tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder’s value) serta 
mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 
(stakeholder) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, 
pemerintah dan masyarakat luas yang mendasari maupun mengikuti suatu proses 
mekanisme tata kelola Perusahaan yang baik, sehat dan beretika dengan 
berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan 
 
B. Konsep Good Coorporate Governance 
Konsep Good Corporate Governance yang komperhensif mulai 
berkembang setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 
                                                          
11Aldridge, John.E Siswanto Sutojo. Good Corporate Governance 
.(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka,2008) hal.102 
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Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di 
bursa efek New York, mengalami kerugian financial yang cukup besar. Di kala 
itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para 
eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana 
“menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah kinerja manajemen 
dan laporan keuangan.12 
Konsep yang dilakukan tidak hanya kerugian financial melainkan financial 
engineering maupun window dressing. Lazimnya pada situasi bisnis kondusif, 
penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam 
perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka 
segala macam sumber-sumber penyimpangan dan penyebab kerugian dan 
kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan profiteering, commercial crime hingga 
economic crime. 13 
Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh 
segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk 
meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai 
dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadburt, yang pada 
saat itu sebagai direktur Bank of England dan mantan CEO Group Cadbury. 
 
 
                                                          
12Ibid. Good Governance&Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi, (Jakarta:Mandar 
Maju,2012)hal. 4. 
13Ibid. Good Governance&Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi, (Jakarta:Mandar 
Maju,2012)hal. 190. 
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C. Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance 
Mengingat PT memegang peranan yang sangat signifikan dan berpengaruh 
terhadap kinerja perekonomian nasional, maka perlu dikelola secara efektif dan 
efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pemerintah 
cukup responsif terhadap tuntutan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan 
dikeluarkannya Penerapan Praktik Good Corporate Governance yang memuat 
prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) sebagai berikut14 : 
1. Transparency (keterbukaan informasi),  
Transparency yang berarti keterbukaan informasi merupakan keterbukaan 
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan 
informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.  
2. Disclosure (Pengungkapan)  
Dislosure merupakan suatu penyajian informasi kepada para pemangku 
kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.  
3. Independence (Kemandirian)  
Independence atau kemandirian merupakan suatu keadaan di mana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau 
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 
 
 
 
                                                          
14 Aldridge, John. Siswanto Sutojo.Good Corporate Governance. 
(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka.2008) hal.87 
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4. Accountability (Akuntabilitas)  
Accountability yang berarti suatu akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, 
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.  
5. Responsibility (Pertanggungjawaban)  
Responsibiity atau pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan 
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.  
6. Fairness (Kewajaran)  
Fairness atau kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-
hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Organization for Economic Co-operatian and Development (OECD) yang 
beranggotakan beberapa negara, antara lain : Amerika Serikat, negara-negara 
Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, 
Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, 
Inggris), serta negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia 
Baru), telah mengembangkan The OECD principles of Corporate Governance 
pada bulan April 1998. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk 
digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik 
sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip 
yang universal tersebut akan menjadi pedoman untuk semua negara atau 
perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang 
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berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
yang dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup 5 (lima) hal berikut :15 
1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The right of Stakeholders) 16 
a. Kerangka yang dibangun dalam Good Corporate Governance harus 
mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang 
saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, 
yaitu:  
1) Hak memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran 
kepemilikan.  
2) Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham.  
3) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan 
yang berkala dan teratur.  
4) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS).  
5) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.  
6) Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.  
b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable 
Treatment of Shareholders) Kerangka yang dibangun dalam Corporate 
Governance haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh 
pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip 
ini melarang adanya praktik perdangangan berdasarkan informasi orang 
dalam (insider trading) dan transaksi dengan diri sendiri (self deading). 
                                                          
15Zarkasyi, H. Moh. Wahyudin. Good Corporate Governance. (Alfabeta :Bandung.2008) 
hal.87 
16 Santosa, Panji .Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. 
(Bandung: PT. Reflika Aditama.,2008) hal.65 
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Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk 
terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 
atau konflik kepentingan (conflict if interest).  
c. Peran pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (The Role of 
Stakeholders)  
Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus memberikan 
pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana 
ditentukan oleh undang-undang dan mandorong kerja sama yang aktif 
antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka 
menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta berkesinambungan 
(going concern).  
d. Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparansy)  
Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin 
adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 
permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang diungkapkan 
harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang 
berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor 
eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat 
independen atas laporan keuangan.  
e. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (The Responsibility of The 
Board)  
Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin 
adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap 
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manajeman oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban terhadap 
perusahaan. 
 
D. Tujuan Good Coorporate Governance di PT 
Adapun enam tujuan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) 
pada PT adalah sebagai berikut: 17 
1. Untuk memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip 
terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar 
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 
internasional.  
2. Mendorong pengelolaan secara profesional, transparan, dan efisien, serta 
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.  
3. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, organ 
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial 
terhadap pemangku kepentingan, termasuk kelestarian lingkungan sekitar di 
wilayah PT.  
4. Meningkatkan kontribusi PT dalam perekonomian nasioanal.  
5. Meningkatkan iklim investasi nasional. 
6. Menyukseskan program privatisasi.  
 
                                                          
17Sedarmayanti,Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate 
Governance.(Jakarta: CV.Mandar Maju) hal.59 
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E. Manfaat Good Corporate Governance di PT 
Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip Good 
Coorporate Governance di PT adalah sebagai berikut18: 
1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang baik.  
2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan.  
3. Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan.  
4. Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 
kaku (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 
perusahaan (coorporate value).  
5. Peningkatan minat investor untuk membeli saham BUMN yang bersangkutan, 
apabila BUMN tersebut telah Go public. 
 
 
F. Governance Risk  Perusahaan 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perihal kaitan risiko dan 
Governance, dalam pelaksanaan operasional bisnisnya perusahaan mungkin saja 
mengalami berbagai perubahan baik bersumber dari internal maupun eksternal 
termasuk terjadinya perubahan regulasi yang berakibat pada perubahan atau 
penyesuaian proses governance perusahaan.  
Risiko sangat berhubungan dengan faktor ketidakpastian ketika 
Perusahaan memasuki bidang usaha tertentu, secara implisit Organ Utama 
                                                          
18 Dwiyanto Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 
(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2005)hal. 83. 
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Perusahaan juga harus menerima (accept) risiko-risiko potensial yang mungkin 
terjadi terkait dengan lingkungan bisnis tersebut.  
Pengelolaan risiko pada tataran governance (Governance Risk) bertujuan 
untuk mengamankan pencapaian tujuan Perusahaan, dengan memperkecil atau 
menghilangkan faktor-faktor yang berpotensi menghambat pecapaian tujuan 
proses Governance  Perusahaan. 
Tujuan proses Governance dengan penyempurnaan Good Corporate yang 
berkesinambungan adalah19: 
1. Aspek penetapan tujuan: kejelasan pencapaian target kinerja dan tujuan 
Perusahaan yang menjadi tugas Direksi dan Dewan Komisaris. 
2. Aspek proses governance: proses governance yang efektif yang dilaksanakan 
oleh organ-organ utamaperusahaan. 
3. Aspek pendelegasian kewenangan: pendelegasian kewenangan dari Pemegang 
Saham kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang proporsional serta sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan. 
4. Aspek koridor bagi manajemen: kejelasan penetapan rambu-rambu aturan 
yang harus ditaati oleh Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. 
Mengingat risiko adalah hal-hal yang dapat mengganggu pencapaian 
tujuan, setelah memperhatikan tujuan-tujuan proses Governance tersebut nampak 
bahwa Governance Risk yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain yaitu20: 
                                                          
19 Sedarmayanti,Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate 
Governance.(Jakarta: CV.Mandar Maju) hal.160 
20 Sedarmayanti,Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate 
Governance.(Jakarta: CV.Mandar Maju) hal.187 
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1. Risiko penetapan tujuan: ketidakjelasan indikator kinerja Dewan Komisaris 
dan/atau ketidaktepatan penetapan target kinerja Direksi; 
2. Risiko proses governance: lambatnya pemberian rekomendasi oleh Dewan 
Komisaris atas usulan rencana corporate action dari Direksi, atau 
ketidakjelasan mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan 
Direksi; 
3. Risiko pendelegasian kewenangan: ketidakjelasan kewenangan Pemegang 
Saham yang dapat dilaksanakan Dewan Komisaris; 
4. Risiko penetapan koridor bagi manajemen: pelaksanaan proses bisnis yang 
belum mendapat rekoomendasi Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS. 
Setiap risiko harus dikelola atau dimitigasi agar tidak menggangu 
pencapaian tujuan perusahaan. Penyempurnaan penerapan Good Corporate 
Governance adalah langkah pengelolaan Governance Risk yang paling efektif. 
 
G. Good Corporate Governance System  PT Pegadaian (PERSERO) 
Good Corporate Governance sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah 
prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme tata kelola 
perusahaan yang sehat dan beretika dengan berlandaskan peraturan perundang-
undangan.21 
Good Corporate Governance dapat pula diartikan sebagai segenap proses 
dan struktur di Perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai bagi 
Pemegang Saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 
                                                          
21 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 
(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2005)hal. 53 
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kepentingan stakeholders lainnya.  Hal ini meliputi segala aturan, mekanisme dan 
praktik-praktik bisnis di Perusahaan yang bersandar pada standar etika dan 
praktik-praktik bisnis yang sehat (best practices). 22 
Dalam kedua pengertian ini sama-sama terkandung maksud bahwa 
disamping ketaatan terhadap ketentuan hukum, Organ utama perusahaan juga 
harus memiliki komitmen untuk melaksanakan praktik bisnis yang dianggap 
merupakan praktik yang sepatutnya diterapkan menurut standar etika. Hal tersebut 
diharapkan dapat menjadikan Perusahaan memiliki landasan yang cukup kuat 
untuk secara terus menerus menciptakan nilai (value creation) bagi Pemegang 
Saham dan stakeholders perusahaan. 
Landasan etika dalam Good Corporate Governance diperlukan mengingat 
efektivitas seluruh mekanisme governance pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh 
integritas dan etika organ-organ penentu arah dan kebijakan perusahaan, yakni: 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Pengertian tata kelola 
perusahaan atau Corporate Governance merujuk pada seluruh organ, proses dan 
kultur pada tataran penentuan arah dan kebijakan strategis perusahaan.  Seluruh 
perangkat manajemen yang telah dibangun Direksi dapat saja menjadi tidak 
banyak artinya apabila perilaku dari organ-organ penentu kebijakan Perusahaan 
ini justru melanggar aturan maupun kepatutan etis. 23 
Karenanya, perlu disadari bahwa sebaik apapun manajemen yang dimiliki 
Perusahaan tidak akan mampu membawa perusahaan kepada tujuannya dengan 
                                                          
 
23 Ibid. Good Governance&Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi, 
(Jakarta:Mandar Maju,2012)hal. 137 
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efisien dan efektif apabila tidak didukung oleh aturan main yang etis, jelas dan 
diterapkan di level penentuan arah dan kebijakan strategis perusahaan.  Untuk itu, 
diperlukan penataan di tingkat penetapan arah dan kebijakan perusahaan ini untuk 
pada gilirannya adalah upaya untuk mengelola Governance Risk. 
H. Organ Good Corporate Governance  Perusahaan 
Organ-organ yang memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas sistem 
governance perusahaan meliputi24: 
1. Organ Utama, yakni:  
a. Pemegang Saham atau RUPS; 
b. Dewan Komisaris; dan 
c. Direksi. 
2. Organ Pendukung, yakni:  
a. Komite-komite Dewan Komisaris; 
b. Sekretaris Dewan Komisaris; 
c. Sekretaris Perusahaan; dan 
d. Satuan Pengawasan Intern. 
I. Strategi dan Penyempurnaan Good Corporate Governance Pada Tataran 
Kebijakan 
Strategi dan Penyempurnaan Good Corporate Governance tidak akan 
berarti banyak tanpa adanya komitmen dari seluruh organ utama dan organ 
pendukung untuk melaksanakan aktivitas perusahaan berlandaskan pada etika 
bisnis. Karenanya strategi penyempurnaan Governance di perusahaan mencakup 
                                                          
24 Soemitra, Andri.2009. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Kencana Media 
Group.h. 132 
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kedua aspek ini secara simultan, yakni aspek manusia yang didukung oleh 
kecukupan struktur dan aspek kebijakan yang memberi arahan bertindak bagi 
seluruh organ.25 
Kebijakan adalah kodifikasi dari standarisasi proses-proses atau langkah-
langkah kerja terbaik yang dilaksanakan oleh perusahaan. Terbaik tersebut dapat 
diartikan sebagai proses atau langkah kerja yang paling cepat, paling murah dan 
paling efektif bagi perusahaan.Aturan main  Corporate Governance tertuang 
dalam kebijakan-kebijakan governance  yang dimiliki perusahaan. 
Kebijakan-kebijakan governance yang perlu dimiliki PT Pegadaian 
(PERSERO) meliputi:26 
1. Anggaran Dasar Perusahaan; 
2. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemegang Saham, yang meliputi:  
a. Pemilihan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris; 
b. Kebijakan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris; 
c. Kebijakan mengenai arah dan tujuan perusahaan; 
d. Kebijakan mengenai penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris; dan 
e. Kebijakan tata kelola lainnya yang menjadi kewenangan Pemegang 
Saham. 
3. Board Manual, yang mengatur perihal tanggung jawab, tugas, kewenangan 
dan hak:  
a. Pemegang Saham atau RUPS. 
                                                          
25 Aldridge, John. Siswanto Sutojo.Good Corporate Governance. 
(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka.2008) hal.87 
26 Soemitra, Andri.2009. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Kencana Media 
Group.h. 132 
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b. Dewan Komisaris. 
c. Direksi. 
d. Komite Dewan Komisaris. 
e. Sekretaris Dewan Komisaris. 
f. Sekretaris Perusahaan. 
g. Satuan Pengawasan Intern. 
4. Code of Corporate Governance atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau 
Pedoman Good Corporate Governance  sebagai penjabaran teknis dari 
Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan Pemegang Saham, yang mengatur 
perihal:  
a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. 
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi. 
c. Penetapan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris. 
d. Penetapan kontrak manajemen bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 
e. Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 
f. Pelaksanaan program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. 
g. Pelaksanaan program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris dan 
Direksi. 
h. Penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan oleh RUPS. 
i. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan oleh RUPS. 
j. Perencanaan tahunan Dewan Komisaris. 
k. Mekanisme pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 
l. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 
m. Penetapan kebijakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 
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n. Pelaporan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 
o. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. 
p. Hubungan dengan anak perusahaan dan perusahaan patungan (subsidiariy 
governance). 
5. Pedoman Whistle Blowing System (WBS), berupa panduan yang memfasilitasi 
saluran pengaduan bagi karyawan dan stakeholders perusahaan atas tindakan 
Dewan Komisaris atau Direksi yang terindikasikan merugikan perusahaan. 
6. Pedoman pengendalian gratifikasi, yang merupakan panduan dalam 
penanganan pemberian atau penerimaan gratifikasi oleh insan Perusahaan. 
7. Pedoman Laporan Harta Kekayaan Pengelola Negara (LHKPN), berupa 
panduan dalam pelaporan harta kekayaan organ utama dan pejabat 
perusahaan. 
 
J. Penyempurnaan Good Corporate Governance Pada Tataran Etika 
Peran organ utama dalam pencapaian visi dan misi perusahaan terletak 
pada kemampuannya menciptakan budaya organisasi yang sehat melalui 
kepemimpinan, arah dan upaya pencapaian tujuan perusahaan serta penetapan 
standar perilaku etis yang harus diteladani oleh seluruh insan perusahaan, mulai 
dari Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen 
dan seluruh karyawan. Perilaku dimaksud hanya dapat efektif diterapkan oleh 
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seluruh insan perusahaan apabila terdapat keteladanan yang jelas dari organ-organ 
utama governance perusahaan (tone at the top).27  
Penyimpangan maupun inkonsistensi keteladanan yang dilakukan pada 
level governance  bukan saja akan mengganggu pelaksanaan proses bisnis 
perusahaan, namun juga dapat merusak seluruh sistem pengendalian perusahaan 
baik di level governance maupun di level manajemen yang telah dibangun.28 
Untuk memastikan adanya komitmen dari seluruh insan perusahaan, baik 
anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat perusahaan maupun seluruh pegawai 
di semua jenjang dan lini tersebut, PT Pegadaian (PERSERO) telah menyusun 
Pedoman Standar Etika (Code of Conduct) PT Pegadaian(PERSERO) yang 
berlaku bagi seluruh insan Perusahaan dan telah disepakati bahwa nilai-nilai luhur 
yang menjadi landasan bagi penyempurnaan Good Corporate  pada tataran etika 
di  PT Pegadaian(PERSERO), meliputi29: 
1. Inovatif: berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif, serta berorientasi pada 
solusi bisnis. 
2. Nilai moral tinggi: taat beribadah serta jujur dan berpikir positif. 
3. Terampil : kompeten di bidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri. 
4. Adi layanan: peka dan cepat tanggap, serta empatik, santun dan ramah. 
5. Nuansa citra: bangga sebagai insan Pegadaian serta bertanggung jawab atas 
aset dan reputasi Perusahaan. 
                                                          
27 Sedarmayanti,Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate 
Governance.(Jakarta: CV.Mandar Maju) hal.198 
28 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 
(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2005)hal. 53 
29 Veithza Rivai, Andria Permata, Ferry, Bank and financial Institution Managemen, PT 
RajaGrafindo Persada,2012, h 138 
34 
 
 
 
Kelima nilai tersebut disingkat menjadi INTAN (Inovatif,Nilai moral 
tinggi,Terampil,Adi layanan,Nuansa Citra) dan diharapkan dapat secara sistematis 
terinternalisasi dalam operasional bisnis perusahaan sehari-hari. Seluruh insan 
diharapkan memiliki komitmen untuk selalu memberikan hal-hal terbaik yang 
dimilikinya dalam kegiatannya sehari-hari di perusahaan.  Sinergi daya cipta nilai 
dari seluruh insan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan nilai 
organisasi bagi seluruh stakeholders. 
Pada level manajemen, aturan main dalam Pedoman Etika dan Perilaku 
harus pula terinternalisasi dalam seluruh operasional bisnis Perusahaan, terutama 
dalam aspek pengelolaan SDM perusahaan sejak rekrutmen, pengembangan, 
perencanaan karir hingga purna bhakti. 
 
K. Assessment  Penerapan Good Corporate Governance 
Secara periodik telah dilakukan assessment atas efektifitas penerapan 
Good Corporate Goverance di PT Pegadaian (PERSERO) oleh assessor 
independen. Assessment bertujuan untuk menilai tingkat penerapan Good 
Corporate Goverance yang telah berjalan di Perusahaan, serta untuk 
mengidentifikasi areas of improvement dalam penerapan Good Corporate 
Goverance . Pelaksanaan assessment merupakan salah satu cara dalam 
penyempurnaan penerapan Good Corporate Goverance   yang berkesinambungan. 
Proses governance yang efektif akan dipengaruhi oleh model pengambilan 
keputusan dan penetapan kebijakan pada level strategis oleh organ-organ utama 
perusahaan (Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi). 
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Pengelolaan Governance Risk yang efektif melalui penyempurnaan 
penerapan Good Corporate Governance  yang berkesinambungan akan membantu 
dan mendorong Direksi dan jajaran manajemen dalam pengelolaan dalam 
Governance Risk antara lain yaitu:30 
1. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengidentifikasi semua ancaman bagi 
perusahaan baik dari sumber eksternal maupun internal; 
2. Mendukung proses pengambilan keputusan; 
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian; 
4. Mengefektifkan alokasi sumber daya perusahaan; 
5. Memperbesar peluang pencapaian tujuan perusahaan; 
6. Memperkecil terjadinya kerugian; 
7. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundangan yang 
berlaku; 
8. Meningkatkan kualitas laporan keuangan; dan 
9. Meningkatkan kepercayaan seluruh stakeholders terhadap perusahaan. 
Dari yang telah disebutkan di atas pada akhirnya, penyempurnaan 
penerapan Good Corporate Goverance yang berkesinambungan tidak hanya 
secara sempit berfokus pada pencegahan Governance Risk perusahaan, namun 
secara luas merupakan pendorong tercapainya visi dan misi perusahaan, serta 
meningkatkan manfaat perusahaan bagi seluruh stakeholder. 
 
                                                          
30 Aldridge, John. Siswanto Sutojo.Good Corporate Governance. 
(Jakarta:  PT.Damar  Mulia Pustaka.2008) hal.87 
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L. Hambatan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
Dalam Pembuatan Laporan Tahunan  PT. Pegadaian 
Berikut ini adalah hambatan-hambatan Penerapan Prinsip-Prinsip Good 
Corporate Governance yang terjadi dalam Pembuatan Laporan Tahunan di 
Pegadaian Cabang Sukarno Hatta Kota Malang dengan hasil wawancara dengan 
Ibu Happy selaku petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) antara 
lain yaitu. 31 
1. Hambatan teknis  
Hambatan teknis ini dibagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan 
eksternal. Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua hambatan-hambatan 
tersebut. 
a. Hambatan internal  
1) Hambatan yang terjadi dalam proses permohonan  
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Happy selaku 
petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP)  di Pegadaian 
Cabang Sukarno Hatta, terdapat kurangnya sosialisasi yang dilakukan 
oleh pihak Pegadaian dalam hal menjelaskan syarat-syarat awal yang 
harus dilakukan dan harus dibawa dalam melakukan permohonan. 
2) Hambatan yang terjadi dalam proses verifikasi  
Dalam tahap verifikasi tempat usaha terjadi hambatan pada saat 
melakukan pengecekkan pemasukan dan pengeluaran usaha untuk 
mengetahui laba rugi yang dialami usaha nasabah tersebut. Sering kali 
                                                          
31Hasil Penelitian di Kantor Pegadaian Cabang Sukarno Hatta, pada tanggal 21 
September 2017 dengan  Ibu Happy  selaku petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran 
(PAP) beliau menunjukan  pedoman  buku tentang pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang PT 
Pegadaian 
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nasabah sebelum dilakukan survey sudah mempersiapkan neraca laba 
rugi usaha yang sudah dimanipulasi data, tidak hanya itu nasabah 
sudah menyuruh seluruh karyawannya agar menjawab seluruh 
pertanyaan petugas dengan baik yang tidak menjatuhkan nama 
usahanya agar mendapat pinjaman dari Pegadaian.Pada tahap 
verifikasi identitas dan tempat tinggal terdapat pada saat melakukan 
pengecekkan terhadap karakter/kredibilitas nasabah dan status rumah 
atau surat kepemilikan rumah apabila rumah tersebut milik 
sendiri.Dalam tahap verifikasi barang jaminan terdapat dua hambatan 
yang terjadi yaitu yang pertama, barang jaminan masih atas nama 
orang lain dan belum diganti nama sendiri serta nasabah menyertakan 
akta jual beli kendaraan. Kedua, tidak semua yang terdapat pada 
barang jaminan orisinil atau asli. Yang dapat mengakibatkan turunnya 
harga jual barang jaminan pada saat lelang apabila terjadi kredit macet. 
3) Hambatan yang terjadi dalam proses pencairan dana  
Dari hasil wawancara dengan Ibu Happy selaku petugas Pendukung 
Administrasi dan Pembayaran (PAP) Pegadaian Cabang Sukarno Hatta 
Malang, terdapat dua hambatan yang terjadi dalam tahap pencairan 
dana, hambatan tersebut adalah sebagai berikut.32 
i). Pertama, hambatan yang terjadi adalah tidak semua unit 
Pegadaian  dapat melakukan pencairan dana terutama 
pegadaian syariah. Hanya unit-unit Pegadaian  tertentu dan 
                                                          
32Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2017 dengan Ibu  Ani selaku 
petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) 
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Pegadaian Syariah cabang yang dapat melakukan pencairan 
dana.  
ii). Kedua, hambatan yang terjadi adalah dana yang disediakan 
oleh pihak Pegadaian tidak sesuai dengan keinginan pihak 
nasabah karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pihak 
Pegadaian. 
b. Hambatan eksternal  
Selain mewawancarai Ibu Happy, peneliti mewawancarai salah satu 
nasabah yang pada saat itu berada di Kantor Pegadaian bernama Ibu Sekar. 
Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pembiayaan di 
Pegadaian. Hambatan eksternal yang didapat yaitu ;33 
1) Hambatan terjadi karena kurang tanggapnya pegawai atau karyawan 
Pegadaian dalam menawarkan produk baru kepada nasabah pada saat 
nasabah datang ke Pegadaian. 34 
2) Hambatan yang terjadi karena terdapat beberapa karyawan Pegadaian  
yang kurang ramah dan bersifat acuh kepada nasabah. 
3). Hambatan yang terjadi dikarenakan tidak sesuainya pinjaman yang   
dibutuhkan nasabah dengan pinjaman yang direalisasikan.35 
 
 
 
                                                          
33Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2017 dengan Ibu  Happy selaku 
petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) 
34 Hasil wawancara pada tanggal 21 September 2017dengan salah satu nasabah pegadaian 
bernama Ibu Sekar 
35 Hasil wawancara pada tanggal 21 September 2017dengan salah satu nasabah pegadaian 
bernama Ibu Sekar 
39 
 
 
 
M. Manajemen Resiko 
Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik 
dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta 
melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas 
atau proses. 
1. Manajemen risiko yang efektif merupakan:36 
a. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan 
pertimbangan: 
b. Toleransi terhadap risiko yaitu tentang berapa besar risiko yang bersedia 
ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari. 
c. Filosofi terhadap risiko yairu menentukan cara pandang atau sikap dan 
tindakan terhadap risiko 
d. Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko. 
e. Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu apakah risiko sebagai 
bahaya atau risiko sebagai peluang 
f. Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di 
dalam organisasi 
Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas merupakan organisasi yang 
mencakup intergrasi manajemen resiko di dalam kerangka kerja tata kelola 
perusahaan (Good Corporate Governance), dan suatu bentuk proses manajemen 
risiko yang strategi nya antara lain proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta 
membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. 
Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, 
                                                          
36 Santosa, Panji .Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. 
(Bandung: PT. Reflika Aditama.,2008) hal.79 
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mengindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian 
maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.37 
 
2. Penanganan dan cara memperlakukan Risk/Risiko 
Dalam manajemen risiko, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam 
menangani risiko-risiko. Diantaranya:38 
a. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, 
misalnya karena tidak masuk kategori Risiko yang diinginkan Bank atau 
karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang 
diharapkan. 
b. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau 
membagi (share) risiko dengan pihak lain. 
c. Dipagari (hedge), apabila risiko dapat dilindungi secara atificial, misalnya 
risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif. Menerima 
dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan 
dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah Risiko 
Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko 
Strategi. 
d. Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang 
tercantum dalam eksposure risiko sehingga dapat diterapkan secara benar 
dalam lembaga. Kelompok ini diwakili oleh Risiko Kredit dan Risiko 
Kepatuhan. 
                                                          
37 Agha Sofia, Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana? (Jakarta:Maximalis) hal. 16 
38 Santosa, Panji .Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. 
(Bandung: PT. Reflika Aditama.,2008) hal.90 
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e. Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut (menerima risiko 
tanpa modifikasi) dan selama ini di anggap paling tidak dapat diaplikasikan 
sesuai dengan pengertian dan definisi risiko adalah adalah Risiko Pasar.  
 
3. Strategi yang ditempuh PT.Pegadaian dalam mengatasi permasalahan Risiko  
Hasil analisis risiko menjadi masukan untuk dievaluasi lebih lanjut 
menjadi urutan prioritas perlakuan risiko, sekaligus menyaring risiko-risiko 
tertentu untuk ditindaklanjuti. Keputusan tindak lanjut tersebut adalah:39 
a. Apakah suatu risiko perlu penanganan 
b. Apakah suatu tindakan penanganan perlu dilakukan 
c. Bagaimana prioritas perlakuan risiko disusun 
Sifat dari keputusan yang perlu diambil dan kriteria yang akan digunakan 
dalam pengambilan keputusan telah ditetapkan pada tahap penyusunan konteks, 
tetapi perlu ditinjau kembali secara lebih rinci pada tahap ini. Dalam pengambilan 
keputusan, harus selalu memperhatikan tujuan dari perusahaan, sasaran 
pengelolaan risiko dan pendapat para pemangku kepentingan. Keputusan dalam 
mengevaluasi, biasanya didasarkan pada tingkat risiko yang telah diperoleh dari 
hasil analisi risiko, tetapi dapat juga didasarkan pada pengambilan keputusan, 
antatlra lain yaitu:40 
a. Tingkat dampak yang ditentukan. 
b. Kemungkinan timbulnya suatu kejadian tertentu. 
c. Efek kumulatif dari beberapa kejadian. 
                                                          
39 Santosa, Panji .Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. 
(Bandung: PT. Reflika Aditama.,2008) hal.258 
40 Santosa, Panji .Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. 
(Bandung: PT. Reflika Aditama.,2008) hal.138 
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d. Tentang ketidakpastian terhadap tingkat-tingkat risiko pada satu level 
kepercayaan. 
Hasil dari analis risiko adalah suatu daftar yang berisi peringkat risiko 
yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen organisasi harus 
memerlukan kajian dan menentukan jenis serta bentuk perlakuan risiko yang 
diperlukan. Setiap risiko harus memerlukan bentuk perlakuan yang khas untuk 
setiap risiko itu sendiri. 
Untuk setiap risiko yang memerlukan perlakuan risiko, perlu dilakukan 
pemeriksaan ulang yang cukup komprehensif terhadap informasi dan data hasil 
analisi risiko. Hal ini diperlukan untuk memahami sumber atau penyebab risiko, 
apa pemicu timbulnya risiko, bagaimana besar kemungkinan terjadinya, serta 
seberapa besar terjadinya.41\ 
 
4. Upaya-Upaya yang telah dilakukan PT Pegadaian dalam mengurangi Risiko 
      Secara umum Upaya-Upaya yang telah dilakukan PT.Pegadaian dalam 
mengurangi Risiko adalah:42 
a. Melakukan perbaikan terhadap penerimaan kualitas barang jaminan yang 
diterima sebagai agunan. 
b. Mencari alternatif-alternatif pendanaan yang mempunyai cash of fund yang 
lebih rendah. 
c. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan 
sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih profesional, yang dapat menunjang 
operasi perum pegadaian secara optimal. 
                                                          
41 Santosa, Panji .Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. 
(Bandung: PT. Reflika Aditama.,2008) hal.65 
42 Agha Sofia, Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana? (Jakarta:Maximalis) hal. 50 
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d. Memperluas jangkauan pelayanan dengan pembukaan cabang di daerah 
potensial. 
e. Melakukan rekonstruksi cabang-cabang yang mengalami defisit. 
f. Membangun corporate culture dan corporate image dengan pencanangan 
kerabat menggapai cita. 
g. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah. 
h. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk kredit 
angsuran fidusia. 
i. Menempatkan aparat keamanan dicabang-cabang PT. Pegadaian. 
j. Upaya yang dilakukan perum pegadaian untuk mengelola risiko. 
 
Risiko dalam bisnis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk 
dalam bisnis gadai. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian di 
kemudian hari yang lebih besar,risiko harus dikelola Pegadaian  mengelola risiko 
dengan cara:43 
a. Meminimalkan faktor-faktor pemicu risiko, melalui: pemenuhan kualitas dan 
kuantitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana dan perbaikan sistem 
operasional. 
b. Membangun budaya sadar risiko, melalui sosialisasi manajemen risiko di 
seluruh unit kerja. 
c. Mentransfer risiko, melalui pengasuransian gedung, barang jaminan yang 
diagunkan oleh nasabah kepada Pegadaian. 
                                                          
43 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2017 dengan Ibu  Happy dengan 
ditunjukan prosedur  dalam  menangani  resiko di pegadaian  syariah 
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d. Menerima risiko, setiap tahunnya perusahaan mencadangkan penyisihan dana 
kerugian, hal ini merupakan sikap penerimaan perusahaan terhadap risiko 
yang dihadapi. 
 
 
